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BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR   31   TAHUN 2020 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

BERDASARKAN PRESTASI KERJA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang :  a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) di Kabupaten Bantul merupakan bencana non alam, 

cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, 

menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor serta 

berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat, sehingga mempengaruhi 

jalanannya penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul pada 

masa tanggap darurat, diperlukan langkah pemetaan 

anggaran Tahun Anggaran 2020 yang tidak terserap 

optimal, untuk digunakan sebagai dana cadangan 

penanggulangan wabah Covid-19, sehingga perlu 

mengubah kebijakan dalam mengevaluasi kinerja 

perangkat daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan 

Berdasarkan Prestasi Kerja; 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 

12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah 

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 59); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentng 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
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 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 

Negeri; 

 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Negeri Sipil; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.5449 Tahun 

2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri 

Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 
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 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 

9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 

2);  

 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 

Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 118); 

 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2016 tentang 

Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2016 Nomor 152); 

 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2016 tentang 

Standar Pekerjaan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2016 Nomor 162); 

 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2019 tentang 

Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2019 Nomor 133); 
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20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2000 tentang 

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan 

Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2020 Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN 

PRESTASI KERJA. 

 

Pasal I 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemberian 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2020 Nomor 1), pada BAB III ditambah 1 Bagian baru yaitu 

Bagian Keenam dan diantara Pasal 25 dan Pasal 26 ditambah 1 Pasal baru 

yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Bagian Keenam 

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dalam Masa Tanggap Darurat 

Bencana Covid-19 

 

Pasal 25A 

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dalam Masa Tanggap Darurat 

Bencana Covid-19 sebagai berikut : 

a. Kepala Perangkat Perangkat Daerah agar melakukan efisiensi anggaran 

dan mengalihkan anggarannya untuk mendukung penanggulangan wabah 

Covid-19; 

b. Tim evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak melaksanakan evaluasi 

kinerja Perangkat Daerah selama masa tanggap darurat bencana COVID-

19; 

c. Perhitungan nilai kinerja Perangkat Daerah untuk penetapan tunjangan 

kinerja pada Masa Tanggap Darurat Bencana Covid-19 ditetapkan sama 

untuk setiap Perangkat Daerah; dan 
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d. Perhitungan nilai kinerja Perangkat Daerah untuk penetapan tunjangan 

kinerja sebagaimana dimaksud huruf c, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah 

berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bantul. 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal  1 April 2020 

BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

 

SUHARSONO 

Diundangkan di Bantul 

pada tanggal  1 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 

ttd 

                 HELMI JAMHARIS 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 31 

 


